
SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PANGANDARAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PANGANDARAN

NoMoR 245 IPP .oa.2-Kpt / 3218 lKab lx( 2o2o

TENTANG

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

DI DESA KERTAJAYA KECAMATAN MANGUNJAYA

KABUPATEN PANGANDARAN DALAM PEI{YELENGGARAAN PEMILIHAN

BUPATI DAN WAKIL BUPATI PANGANDARAN TAHUN 2O2O

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN,

Menimbang a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (5)

Peraturan Komisi Pernilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015

tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan lJmum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan

Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen

Pemilihan Kabupatenf Kota, Pembenhrkan Tata Kerja

Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan

Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara

dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota

dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah beberapa

kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan PPS

menetapkan petugas ketertiban TPS sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) dengan Keputusan PPS;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan

Komisi Pemilihan Umrrm Kabupaten PangandaraJ:-

b

KOMIS,

tentang . . .
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tentang Penetapan Petugas Ketertiban Tempat

Pemungutan Suara di Desa Kertajaya Kecamatan

Mangunjaya Kabupaten Pangandaran dalam

Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Pangandaran Tahun 2A2O;

l. Undang-Undang Nomor 2l Tahun 2Ol2 tentang

Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa

Barat (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol2

Nomor 23O, Tambahan Iembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5363);

2. UndanyUndang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor

1 Tahun 2Ol4 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan

Walikota menjadi Undang-Undang (lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tarrbahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2O2O tentang

Penetapan Peraturan Pemerirrtah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2O2O tentang Pembahan Ketiga

atas Undang-Undang Nomor l Tahun 2015 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

undang Nomor 1 Tahun 2OL4 tentang Pemilihan

Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-

Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2O2A Nomor 193, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 65a71;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015

tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan I-JmLtm, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan

Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen

Pemilihan Kabupateaf Kota, Pembentukan dan Tata

Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan

Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara

dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota

dan
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dan Wakil Walikota {Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah diubah

terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 13 Tahun ZOLT tentang Perubahan Kedua atas

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015

tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan lJmum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan

Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen

Pemilihan Kabupatenf If,ota, Pembentukan dan Tata

Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan

Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara

dalam Penyelenggaraan Pemilihan Guhernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota

dan Wakil Walikota {Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2Al7 Nomor 1a98);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun

2OL9 tentang Tahapan, Program dan Jadwal

Penyelengg€rraafl. Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota

dan Wakil Wali Kota Tahun 2A2A {Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2Al9 Nomor 9O5) sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Perahrran Komisi

Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2O2O tentang

Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan,

Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun

2O2O (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O

Nomor 6 I 5);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2O2O

tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota

dan Wakil Wali Kota Serentak l^anjutan dalam Kondisi

Bencana Nonalam Corana Viru"s Di,sea"se 2Al9 GOWDI9)
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O2A Nomor

71,6) sebagaimana telah diubah terakhir dengan

Peraturan . .
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Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun

2O2A tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2O2O tentang

Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil

Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana

Nonalam Corona Virus Disease 2Ol9 lCOWDl9) (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2A2O Nomor 1068);

6. Keputusan Komisi Pemilihal Umum Nomor

66/PP.O6.a /KptfOS IKPU /lll 2O2O tentang Pedoman

Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan,

Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data

Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan

Suara dalam Pemilihal Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dal Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dal Wakil

Wali Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan

Keputusan Komisi Pemilihal Umum Nomor

476 lPP.O4-2-1<pt/ Ol ll{PV lX/ 2O2O tentang Perubahan

Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor

66/PP.O6.a lKptlA3/KPU/IIl2A2A tentang Pedoman

Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan,

Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data

Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan

Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil

Wali Kota;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Pangandaran Nomor : 236/PL.O l.S-KptlKPU-

Kablxl2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program

dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati Pangandaran Tahun 2A2O sebagaimana telah

diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Pangandaran Nomor 35. 1/PP. Ol .2-

Kpt / 32L8 lKab lVIl 2A2O tentang Perubahan Kedua atas

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Pangandaran Nomor : 236/PL.AL.5-KpI/KPU-

Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program

dan
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dan Jadwal Penyelenggaraao Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati Palgandaran Tahun 2O2O;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Pangandaran Nomor 36 lPL.A?-Ii,ptl 3218/Kab/VI / 2A2O

tentang Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Pangandaran Lanjutan Tahun 2O2O;

Memperhatikan: Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran

Nomor : 3O4/PP.O4.2-SD l32L8l1<PU-Kab/X/2A2O Perihal :

Penetapan Petugas Ketertiban TPS tanggal 19 Oktober 2A2O;

8

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

PANGANDARAN TENTANG PENETAPAN PETUGAS

KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI DESA

KERTAJAYA KECAMATAN MANGUNJAYA KABUPATEN

PANGANDARAN DAIAM PEI\TTELENGGAIR]A'AN PEMILIHAN

BUPATI DAN UTAKIL BUPATI PANGANDARAN TAHUN 2O2O.

Menetapkan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara

di Desa Kertajaya Kecamatan Mangunjaya Kabupaten

Pangandaran dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan

Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2A2O sebagaimana

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagran tidak

terpisahkan dari Keputusan ini.

Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana

dimaksud dalam Dikhrm KESATU bertugas membantu

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara untuk menjaga

ketentraman, ketertiban, dan keamanan Tempat Pemungutan

Suara dalam Penyelengga.raan Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati Pangandaran Tahun 2O2O dengan berpedoman pada

ketentuan peraturan pemndang-unrlangan.

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas

Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana

dimaksud dalam Dikhrm KEDUA dibebankan pada Dana

Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Pangandzrran Tahun 2O2O.

KEEMPAT. .
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KEEMPAT

KELIMA

Salinan sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM

PAN
Sub Hukum,

-6-

Masa kerja Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara

sebagaimana dimaksud dalam Dikfum KESATU selama 1

(satu) bulan, terhitung sejak tanggal 24 November 2A2O

sampai dengan 23 Desember 2O2O.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandararl sebagai

laporan.

Ditetapkan d.i Pangandaran

pada tangal 23 November 2O2O

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PANGANDARAN

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

DESA KERTAJAYA,

ARIES PURNAMA

ttd

\
S IAT
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lI,MPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PANGANDARAN

NoMoR 245 | PP.oa.Z-Kpt | 32 1 8 / Kab lxr | 2o2o

TENTANG

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT

PEMUNGUTAN SUARA DI DESA KERTAJAYA

KECAMATAN MANGUNJAYA KABUPATEN

PANGANDARAN DALAM PEI{YELENGGARAAN

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

PANGANDARAN TAHUN 2O2O

PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

DI DESA KERTAJAYA KECAMATAN MANGUNJAYA

KABUPATEN PANGANDARAN DALAM PET{YELENGGARAAN PEMILIHAN

BUPATI DAN WAKIL BUPATI PANGANDARAN TAHUN 2A2O

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

C. Tempat Pemungutan Suara {TPS 3}

NO. NAMA L\P ALAMAT

1 NASIHUDIN L
DUSIJN KEDUNGHAUR RT 12
RW 06 DESA KERTAJAYA

2 DAIMAN L
DUSIJN KEDUNGHAUR RT 09
RW 06 DESA KERTAJAYA

NO. NAMA L\P ALAMAT

1 SUTARNO L
DUSUN KEDUNGHAUR RT 10
RW 06 DBSA KERTAJAYA

2 SURADI L
DUSUN KEDUNGHAUR RT 08
RW 06 DESA KERTAJAYA

NO NAMA L\P ALAMAT

1 SAWA L
DUSIJN YASARATU RT 07
RW 05 DESA KERTAJAYA

2 DULKARIM L
DUSUN YASARATU RT 08
RW 05 DESA KERTAJAYA
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D. Tempat Pemungutan Suara (TPS a)

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS 7)

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS 8)

NO. NAMA L\P ALAMAT

1 TONI L
DUSUN YASARATU RT 02
RW 05 DESA KERTAJAYA

2 DARMAN L
DUSUN YASARATU RT 05
RW 05 DESA KERTAJAYA

NO. NAMA L\P ALAMAT

1 SAHUDIN MUKIJA L
DUSUN KERTAJAYA RT O 1

RW 04 DESA KERTAJAYA

2 MOH PUJIANTO L
DUSUN KERTAJAYA RT 05
RW 04 DESA KERTAJAYA

NO NAMA L\P ALAMAT

1 NASITO L
DUSUN KERTAJAYA RT 03
RW 04 DESA KERTAJAYA

2 SUPARMAN L
DUSUN COGEKAN RT 09
RW 03 DESA KERTAJAYA

NO. NAMA L\P ALAMAT

1 SUPARDI L
DUSUN COGEKAN RT 10
RW 03 DESA KERTAJAYA

2 SANUDIN L
DUSUN BANTARLOA RT O 1

RW 01 DESA KERTAJAYA

NO NAMA L\P ALAMAT

1 AHIM L
DUSUN BANTARLOA RT 02
RW 01 DESA KERTAJAYA

2 ABDUL RAHMAN L
DUSUN BANTARLOA RT 03
RW 01 DESA KERTAJAYA
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L Tempat Pemungutan Suara (TPS 9)

J. Tempat Pemungutan Suara {TPS 10)

K. Tempat Pemungutan Suara (TPS 11)

Salinan sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM

Ditetapkan di Pangandaran

pada tanggal 23 November 2O2O

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PANGANDARAN

KETUA PANITI.A PEMUNGUTAN SUARA

DESA KERTAJAYA,

ttd

t'u,

NO. NAMA L\P ALAMAT

1 SAMIN L
DUSUN BOJONGGENTENG
RT 10 RW 02
DESA KERTAJAYA

2. MAHMUDIN L
DUSUN BOJONGGENTENG
RT 11 RW 02
DESA KERTAJAYA

NO NAMA L\P ALAMAT

1 SIMUN L
DUSUN BOJONGGENTENG
RT 08 RW 02
DESA KERTAJAYA

2 ANO SUMARNO L
DUSUN BANTARLOA RT 04
RW O] DESA KERTAJAYA

1 JUJU HENDRAYANA L
DUSUN BANTARSARI RT 07
RW 07 DESA KERTAJAYA

2 KATIM L
DUSUN BANTARSARI RT 15
RW 07'DESA KERTAJAYA

ARIES PURNAMA

Hukum,

NO. NAMA L\P ALAMAT
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